koreadesk.id — Tracker / PP No. 24/2026

vi/1/16




koreadesk.id — Tracker / PP No. 24/2026

SR CONTENTS

HAE(#5) — EA|-Menimbang-Mengingat-Memutuskan
BABI ZZ — A1z

BAB II A2k AR AF=2] A4 — A2x

BABIII +& AHHA — A3ZR~A|5x

BABIV A= 9 7= — A6

BABV 3274 — A72~A|8%

BAB VI T4 — A9x~A10%

ol
=

ofN
B!

4

of

=

PENJELASAN /3 —1. &2
PENJELASAN / sfAd —I1. 27 s
RAES

4 ol

v1/2/16

Preamble

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3-5

Pasal 6

Pasal 7-8

Pasal 9-10

Penutup

Umum

Pasal demi Pasal

Footnotes

Corrections



koreadesk.id — Tracker / PP No. 24/2026

M2 (M) / Pembukaan

TLC =ZAl / Judul

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG TATA KELOLA
EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TL Menimbang / 112{Atst

Menimbang :
a. bahwa sumber daya alam merupakan
kekayaan alam sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomoxr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah
berwenang menetapkan kebijakan dan
pengendalian ekspor;

c. bahwa untuk menjaga stabilitas pasokan
dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional,
peningkatan nilai tambah, keberlanjutan
pembangunan nasional, dan pemanfaatan
sumber daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, perlu dilakukan
pengaturan tata kelola ekspor terhadap
komoditas sumber daya alam strategis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola
Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam
Strategis;

TL Mengingat / 27 ©3

v1/3/16
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Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomoxr 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7142);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomoxr 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

TL Memutuskan / ZAEsiC}

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
TATA KELOLA EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA
ALAM STRATEGIS.

=M HH:

1. 19454 QIEUAOFBSIE S HISZE H2%;

2. 2Y7IUol| 25t 2003 HE H[19=(2003H QT
YAlOFRZst2 e X705, BEHEE F42978) — 2
FoIgoll 2ot 20033 HE HM19%Z2| HM4xt JHFO| 2
5t 202514 HE H|16% (20254 HE 162, T
HE2 H71423)2 2F MY,

3. R0 25t 20141 HE M7= (20149 HE A

455, ZHHE F|55125) — 2022 DLtE0| 2USH
HMEHH|HE X252 HEZ &HSt= 20234 HE K|
62(20234 TE H41T, UERE H68562)Z 2T
P ;

BAB I/ H1%

O

TL Pasal1/ H1Z=

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang
dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan
barang dari daerah pabean Indonesia.

2. Komoditas Sumber Daya Alam Strategis
yvang selanjutnya disebut Komoditas SDA

Zl(Ketentuan Umum)

1. % (Ekspor)0|2t QIEHAIOL ZMRHCZRE =
= UEUE= gsS it
2. M2k MHXR AZ (Komoditas Sumber Daya
Alam Strategis, O[5t "F2F MR A=

(Komoditas SDA Strategis)"O|2} BICh)O|2t 2J}

o] YRZollM Ctgel ol 242 Cigel =2 7KL,
o

L5
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Strategis adalah komoditas sumber daya X olel, FHA| obY, 2L £Q J2|n/L= =27t A2k
alam yang ditetapkan Pemerintah dengan HMoixtelo] |2 mEstoll2] MEIL RRGHs MR
mempertimbangkan kepentingan nasional, AEZS QUSICE,

stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam 3. 2YJ|¥(Badan Usaha Milik Negara, O[5}
negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya "BUMN"O|2} BICHOJZt L2 Z&H & A4 SiLIE ==
alam strategis nasional. St= AIYAIE DUSICH.

3. Badan Usaha Milik Negara yang Jb. O RHRQ| AME L [EES O|EI{|A|0}2E}=20|
selanjutnya disingkat BUMN adalah badan A EXIZ AR0teE A, E=

usaha yang memenuhi minimal salah satu Lt. OIZl{A|ot2st=20| HOdH= EHE 22| (hak
ketentuan berikut: istimewa)?t U&= 7.

a. seluruh atau sebagian besar modalnya 4. 2F £=7|Y(Badan Usaha Milik Negara
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia Ekspor, OI|5} "BUMN Ekspor"2} StC)o[2t &M2f A
melalui penyertaan langsung; atau IRt AHEO| 4= SUSES HUSIEE HEZHE EH
b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Q2 (penugasan khusus)Z H2 BUMNS SiCt,
Negara Republik Indonesia.

4. Badan Usaha Milik Negara Ekspor yang

selanjutnya disebut BUMN Ekspor adalah

BUMN yang mendapatkan penugasan khusus

oleh Pemerintah untuk melaksanakan

kegiatan Ekspor Komoditas SDA Strategis.

BAB II / HI2% HeF MAHAXIR HE2| X|H(Penetapan Komoditas Sumber
Daya Alam Strategis)

TLC Pasal 2/ H2ZX

(1) Pemerintah mengatur tata kelola (1) 3RE= RE Tef MUX o8l £2F HHEAE
Ekspor seluruh Komoditas SDA Strategis. TETICE.

(2) Penetapan Komoditas SDA Strategis (2) HM1Ze| Ak MUY AE AFYL2 CHAINCE o
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ct.

dilakukan secara bertahap. (3) =7 AN A1l Hef MAXMH HE2 CHS
(3) Untuk tahap awal, Komoditas SDA S ESISICEH,

Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat b, MEtL;

(1) meliputi: Lt. &; J2|1

a. batubara; Ct. HZLZ0|(E2A, paduan besi).

b. kelapa sawit; dan (4) CHZ THolM 2= CH30| FHicts =29
c. ferro alloy (paduan besi). (rapat koordinasi)E& HAM I Hio| H2F MR
(4) Untuk tahap selanjutnya, Pemerintah NES K|YSICE.

menetapkan Komoditas SDA Strategis 7t 2|
lainnya melalui rapat koordinasi yang LAHNM 2t B AR =7
dipimpin oleh: &t

Lt

a. menteri yang menyelenggarakan AR Hz2f HAXIY oZFe 3R, AlF 20F 2 2
sinkronisasi dan koordinasi serta ARl Y03t 2 U EXNE Yt T (AREEY
pengendalian pelaksanaan urusan 2,

kementerian dalam penyelenggaraan Je|n 2F 2 FE/HIEAN FEI|2Pg0| TS
pemerintahan di bidang perekonomian, (5) HMI3Fe| Tk MAXY AEQ FRE R 20|
untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan; HMEAIRE Axtol= 2o A (RYzkzE)oz Mot
atau Ct.

b. menteri yang menyelenggarakan (6) Hl4&e| O Hio| HMzk MAXIH AES| ZE2R= B

v1/5/16
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sinkronisasi dan koordinasi serta

Hu 12
0%
e
[

pengendalian urusan kementerian di bidang
pangan, untuk Komoditas SDA Strategis
pangan,

dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

(5) Jenis Komoditas SDA Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan.

(6) Jenis Komoditas SDA Strategis lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan.

BAB III / MI3% £& HHHA(Tata Kelola Ekspor)

TL Pasal 3/ H3Z

(1) Komoditas SDA Strategis sebagaimana (1) HN2xze| FzF MAXR AELS BUMN Eksporfio|
dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat 2R A (pemilik) 2N EE= T SIHAH(perantara
diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai tunggal) Z2A £ 4 QICt.
pemilik atau sebagai perantara tunggal. (2) H1of| M2t BUMN Ekspor?t Azf XMAMAXIR Af
(2) Dalam pelaksanaan Ekspor Komoditas ES AE5t= AR, HMEF MR AMEo| miOfytHS
SDA Strategis oleh BUMN Ekspor BUMN Ekspor?t HSiCt.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga (3) HNl1ze|l BUMN Ekspor= BUMN £0f ®H&Ho| 2t
jual Komoditas SDA Strategis ditentukan PNPSie)
oleh BUMN Ekspor. (4) BUMN Ekspors H|13to| HM2F MKt A= £
(3) BUMN Ekspor sebagaimana dimaksud pada =S 4olHA HHo| w2t MRS £Fo| OpEle XMet
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan 4 QICt,
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang BUMN.
(4) BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan
Ekspor Komoditas SDA Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menentukan margin dalam tingkat kewajaran
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TLC Pasal 4/ H4x
(1) Tata kelola Ekspor Komoditas SDA (1) HM2zxe| HeF MAUXIY HE & AHHHEAE O
Strategis sebagaimana dimaksud dalam g Edoff & £ QCt
Pasal 2 dapat dilakukan melalui: t. & EN(HT E= I1=d FH AMAIE =&t
a. pengendalian Ekspor, termasuk CH);
pelaksanaan verifikasi atau penelusuran Lt. &5 2% 4 HFo| #&,; 2|1 /E=

v1/6/16
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teknis;

b. pengaturan pengangkutan dan asuransi
Ekspor; dan/atau

c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA
Strategis oleh BUMN Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat
dikecualikan untuk pelaku usaha yang
memiliki kontrak atau perjanjian dengan
Pemerintah yang memuat ketentuan paling
sedikit:

a. Investasi;

b. divestasi; dan
c. pengolahan dan/atau pemurnian di dalam
negeri.

(3) Pemberian pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam
rapat koordinasi yang dipimpin oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian,
untuk Komoditas SDA Strategis nonpangan;
atau

b. menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian urusan kementerian di bidang
pangan, untuk Komoditas SDA Strategis
pangan,

dan dihadiri oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

TLC Pasal 5/ H5X

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 diatur oleh masing-masing
menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait sesuai dengan
kewenangannya.

v1/7/16

Ch. Pl w2 I ko] HhAl,

(2) MI3Z H1O| 2 BUMN EksporQ| HzF HOIX}
o HE £F HAlE, HOT LIS AKES B2 AHlQF =
= HHE FEeF W2 ARAX0| CishMe oiflE & £
QMCt.

b EXE;

L. X|E2O{2t(divestasi); 2|1

Ct. = Jts J2|10/Es FH.

(3) H2&9| ole| Hois CHZo| FAiStD 2F £ 7t/
HIEX ERI12E0l HMots 2822 (rapat
koordinasi)OilA ZASiC.

Jb. HIAIRF T2 MAXMY oE2 FH 20F 2P
(BRIZEER); Ee

Lb. Al H2b MUXIY AE2 Al 20F ZFFR(A
HERFEYE) .

HM3xZ U FM4Zxo| Hef AR HE £F HHAA0
A5t O HAMISE AR 2 2ZF 2 FRb/HIEN PRI
ZPE0| Rpalo| Hstof| mhat 282t HotCt
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BAB IV / Hl4% A= Y Z=(Pembinaan dan Pengawasan)

TLC Pasal 6/ H6X

Pembinaan dan pengawasan terhadap b HMARIR AE £EF HHUEAA AlSHO| CHsE R 2
pelaksanaan tata kelola Ekspor Komoditas =2 A 2 2 FE/HIEN FRI2Eo| xphlel A
SDA Strategis dilakukan oleh masing- Stof| wh2p 22 fEHSTE,
masing menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait sesuai dengan
kewenangannya.

BAB V / HI5% AX1 ™ (Ketentuan Peralihan)

TL Pasal 7/ H7Z=
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai O F&E Al AlRofl,
berlaku: b, mM2Zzel HEF HMUAY dE =2 =0k 2026d
a. Ekspor Komoditas SDA Strategis 122 31Y7WX| BUMN EksporZ ZA{QoHAMDH & 4 Q)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya Ct.
dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor Lt. 7t20]| 2 BUMN Ekspor AR £59| AAlEs,
paling lambat sampai dengan tanggal 31 O] HEZ Al & 371 O|LHof| HA| L2of Z=XAO|
Desember 2026. FHotl 2b 2 HR/HIREXN PRIl FAstes &
b. Pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA 392 Sali EIiCt.
Strategis melalui BUMN Ekspor sebagaimana Ct. Ltzo| =ot Zato| ezt HA| 20F ZFFS
dimaksud dalam huruf a dilakukan evaluasi 2026'd 122 31 O|FMSZE BUMN Ekspor #Af =
melalui rapat koordinasi yang dipimpin of M 2Igts FY 2+ UCt.
oleh menteri yang menyelenggarakan 2t. Jt& HEE ChEQ| 7|2t0] R|:t F O|RR|= H[2ZE
sinkronisasi dan koordinasi serta o Tk MUKt oE =& BUMN Eksporfh &
pengendalian pelaksanaan urusan QICt.
kementerian dalam penyelenggaraan OF. 2t SEE= CHZQ| 2|2F Hof| AM2Xo| X2k HMeiXpY
pemerintahan di bidang perekonomian dan AZ £Z0| BUMN Eksporz &txs| olatel AR, =
dihadiri oleh menteri/kepala lembaga 2k HMAXIY HE +E2 2t=0| T2t FHTE.

pemerintah nonkementerian dalam waktu 3
(tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian dapat
menetapkan batas waktu yang baru Ekspor
Komoditas SDA Strategis melalui BUMN
Ekspor sebelum tanggal 31 Desember 2026.
d. Ekspor Komoditas SDA Strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dilakukan setelah jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau

v1/8/16
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huruf c, hanya dapat dilakukan oleh BUMN
Ekspor.

e. Dalam hal pelaksanaan Ekspor Komoditas
SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sudah dialihkan sepenuhnya kepada
BUMN Ekspor sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau
huruf c, Ekspor Komoditas SDA Strategis
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

TL Pasal 8/ H8x=

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, kontrak penjualan yang
ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni
2026 dan masih berlaku, dilakukan
evaluasi oleh BUMN Ekspor.

o HE Al

of ofx Qs

Ao, 20263 63 1€ Toll MBE|
ZHOHA|QF2 BUMN Ekspor?t HIISICEH.

BAB VI / Hl6% £Z 1 (Ketentuan Penutup)

TLC Pasal 9/ H9x

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA
Strategis, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

TLC Pasal 10 / Hl10X

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Juni 2026.

v1/9/16
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Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei
2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20
Mei 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2026 NOMOR 58

HE ARO| 0|2 ZEE, 0| YREYS AZHAOtsst=
BEO| ARSI SESI=E FEICt.

2026'3 52 20 AIFIZEIO|AM H|IH
QIUlAlotEE= tHEF
ZEtEQ| £H|QE (PRABOWO SUBIANTO)

202614 5% 20 XFIZENAN BE
olEUAOlZSE 2R AE

Z2IMIE|Q SIC|(PRASETYO HADI)

20263 QAUTU|AlOtsSt= 2E H|58=

PENJELASAN / sjid

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa "Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan". Ekonomi Indonesia dibangun
atas dasar kebersamaan dimana negara dan
masyarakat harus bekerjasama untuk
menciptakan kesejahteraan bersama. Pasal
33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa "Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara". 0Oleh karena itu negara perlu

mengatur, mengurus, mengelola,

19454 QITU|AIOt=3t= Y HI33ZE A1FE2 "FHle
J}E2I2| (asas kekeluargaan)Of 2Hst ZSAIHO
2 ZZAECH D 3sict, QIEUAOF FAl= 2T AL
37t &2 FE|E THS7| I5to{ HH5t0{0F dt= 35
H 2| 2ol MIIFCH. 1945 S HI33E H[2&L
"2t EQ5tn 20 Cheo| Hetg xRshs ik &2
=2 =2t ESiCt 0 sttt J2 B2 Ik At
3| Fyto] oot wHEl 3 BHES fg-A2|-uel-

2Ustu ZE5t0{0F SCE. O|0{A 1945 &t H|33=
M3y "EXiet =, J2|1 3 Qtof] T2l MAHS B
2Pt 2bdotn =2glo| Z[cf 22|12 2I5t0 ARREICH' D
THISICE. O|2F AT I ARIOA| &9t =X

U2 1 2gg 2| LE0t0] QluAlore] MR

2 el E2|E ol AHESI00F SiCt. 1945

v1/10/16
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menyelenggarakan, dan mengawasi sektor HI33% H|I3&0

penting yang menyangkut kebutuhan TP AR 4 el

masyarakat luas. Selanjutnya Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat". Dalam hal ini
negara harus memanfaatkan sumber daya
alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat
melalui pengelolaan dan pengawasan
pemanfaatannya agar tidak merugikan
masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam
Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk
Komoditas SDA Strategis.

TL 822
Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 1945 S F|33XI| WS HIE AlGGH| Qloto], =2
Undang-Undang Dasar Negara Republik 217F HEF HMAXMY HES Rl AE-Js-39% 59
Indonesia Tahun 1945, sepanjang negara 2 ZAF0 QUs $F, IIHE O1Es| HMaF MR HE
memiliki kemampuan baik modal, teknologi, S ZIF zh2[otofof sict., Z1H ZUZ|E O EM PO K|
dan manajemen dalam mengelola Komoditas = E2E gaet 0|92 el o|eo| E|of HTIe| =2
SDA Strategis maka negara seyogianya o HFol| o 2|XstEl SiEHS I L.
melakukan pengelolaan secara langsung
atas Komoditas SDA Strategis. Dengan
melakukan pengelolaan secara langsung,
seluruh hasil dan keuntungan yang
diperoleh akan menjadi keuntungan negara
yang membawa manfaat lebih optimal bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

TL 823
Dalam hal ini, pengelolaan langsung yang O7|M ste ZIH 2zt M2 MAHAIY oE £F9
dimaksud adalah pengelolaan atas AAof Chtt 2|2 FREZEE EEYIRE L2 BUMNO|
pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA A5l 242 WS, EdHolaL 40| oL I
Strategis dilakukan oleh BUMN yang ol X|&IHsgS RXISHHA T2F MAERMR AZEo| 2t
mendapat penugasan khusus dari 217t 2| HMC2 O|RXEE EHFotI| fIT ZOo|Ct

Pemerintah. Penugasan ditujukan untuk
memastikan pengelolaan Komoditas SDA
Strategis dilakukan secara optimal dengan
tetap menjaga stabilitas pasokan dan
keberlanjutan pembangunan nasional.
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TL 524
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 20223 18%E(Cipta Kerja)o 2ot FEONHE
Tahun 2014 tentang Perdagangan M25E HER &Hote 20233 HE H6Z=E 2[5
sebagaimana telah beberapa kali diubah HEl 2odo| 25t 20140 HE H|7Z HM38Z A1,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Eg| 2L HMZEo| Az skatmt ofel AR FZ SHE
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Kot st & FH 27 L SHE SILETIC.
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang mendukung penyusunan
kebijakan dan pengendalian Ekspor
terutama untuk mendukung peningkatan daya
saing produk dalam negeri dan perluasan
akses pasar di luar negeri.

TL 885
Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan O] ZEHe| g Hels H2f MAEXY &E° XY,
Pemerintah ini meliputi penetapan 25 HHAA, TJ2|0 X 2 =S ESISICH

Komoditas SDA Strategis, tata kelola

Ekspor, dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL /| Z32H oA
TT oi4 Pasal 1/ M1X

Pasal 1: Cukup jelas. HNi1z: F&0| FEoiCt.

TT siX Pasal 2 / HI2Z

Pasal 2 X2z

Ayat (1) A3t

Komoditas SDA Strategis merupakan HEf HAXMY HER 2T Cheo| ME2 220t AE
komoditas yang menguasai hajat hidup O=2AM CZel 7|52 ZHEICt

orang banyak yang memiliki fungsi: 7t. HiE (alokasi) ?ls — 2707t 2Hdhs AR
a. alokasi, yang ditujukan pada barang OlM LI EZ L= 298 20I9| £ =22 ol
atau jasa yang berasal dari sumber daya SQJICE St= 212 ZROR SiC};

alam yang dikuasai negara untuk Lt. 2Hli(distribusi) 7|5 — A%t 7IE’HOE =
dimanfaatkan bagi sebesar-besar QZ oLt EF Al7| = X[&SHOZ AIRO| SZAZIX|
kemakmuran rakyat; S5l X Ol/IfL 2042 [HAIOZ FiC}; (3] Jzj3/
b. distribusi, yang diarahkan pada barang =

dan/jasa yang dibutuhkan secara pokok Ct. Ot&st(stabilisasi) 7|15 — 2t-9tH, E3t,
oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu MA 2ofe| 2 ql/c goint Zto| Zolg Qaff Ht
tertentu atau terus menerus tidak dapat EAl 22%|0f0F 5t O {81t 24=0| EHst HAS
dipenuhi pasar; dan/atau IR|= 8= 4Ql/ope 20iu AAEICE

c. stabilisasi, yang berkaitan dengan 23t =55 WalksiCt.
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barang dan/atau jasa yang harus
disediakan untuk kepentingan umum,
seperti barang dan/atau jasa dalam bidang
pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal,
yang pengaturan dan pengawasan bersifat
khusus.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

TLC si4 Pasal 3/ H3=

Pasal 3: Cukup jelas.

TLC ol Pasal 4 / H4x

Pasal 4: Cukup jelas.

TT 14 Pasal 5/ 5%

Pasal 5: Cukup jelas.

TT 14 Pasal 6 / Al6=

Pasal 6: Cukup jelas.

TLC i Pasal 7 / HI7Z=

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Ekspor Komoditas
SDA Strategis melalui BUMN Ekspor"
meliputi antara lain pelaporan dan
penyampaian dokumen Ekspor, kontrak
penjualan, dan dokumen terkait lainnya
oleh pelaku usaha kepada BUMN Ekspor dan
pemberian data dan informasi tambahan
yang dibutuhkan oleh BUMN Ekspor dari
pelaku usaha melalui sistem yang
terintegrasi dengan BUMN Ekspor yang
meliputi antara lain Customs Excise
Information System and Automation
(CEISA), Sistem Indonesia National Single
Window (SINSW), Sistem Informasi

M3g: &0l FEolrt.
Magt: Z&o| FEoICt.
H5%: S&0| Feioict.
Hodt: =85 FSICt.
M3Z: Z&o| FEolct.
NaZz: Z&0| Yeloict.
M5Z: &80 FEoICt.
H6Z: Z&0| Feloict.
M7x=

s

a2

"BUMN EksporZ ZSeh F2f HOXIY 4F 450
2t £5| AIYAIIE BUMN Ekspor0il ~E5AE - BOfA[}-
JlEt #H MJE EI-HIEShk= 2dat, CEISA(ZtMaH|
Ml HE - RES8E AIARY) - SINSW(QIEM|AIOL 27Hetlst
T AIAH) - INATRADE (2 EAIAR) - SiMODIS (SA|
SYURASELIEYYEHA|AR) - MOMS (HEMEH2EIQIZLE
AR S BUMN Ekspor?t AZE AlAHS Sof

O

BUMN Ekspor?t AIYEAIZHE| HQZ dh= FIt A& -
FEE NI= AS TSI AS AARIS ST A
ARt FIt Atz -FHE MIE2 AS2E O|R0H ~ U
Ct.

Ltz : Z&0| Feoict.

Ctz: Z&0| Fefoirt.
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Perdagangan (INATRADE), Sistem Informasi
Monitoring Devisa terintegrasi Seketika
(SiMoDIS), dan/atau Minerba Online
Monitoring System (MOMS). Pemberian data
dan informasi tambahan oleh pelaku usaha
kepada BUMN Ekspor melalui sistem yang
terintegrasi dapat dilakukan secara
otomatis.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c¢ Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

TT 14 Pasal 8 / H|8=

Pasal 8: Cukup jelas.

TT 14 Pasal 9/ H|9=

Pasal 9: Cukup jelas.

TT 54 Pasal 10 / HI10X

Pasal 10: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7178

Bls: SE25| Wit
Ok5: S5 Befoict
Hi8Z: ZE26| Hesict,
HoZ: ZE26| Helsict,

H10Zx: Z£09|

QI H[AlOtE St
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2t= Footnotes

[1] Menimbang-Mengingate| = & Af: 22 PDF 122 OCR AH IMHO|M & =AMIt SEZAN J2E= 218 4 Qi
Ct. 07| M= QI |AOF HE 39| EZ& AMAl(Menimbang a~d, 0|0{A Mengingat 1~3)2} record.md 2|2 ("H& 2
(Mengingat): UUD 1945 Pasal 5(2); -ga’t

UU No.19/2003; UU No. 7/2014")E LR = ME SIS translation-
2026-09-16 A7 O|0[X|(1Z) 2 AT THESH O] £M7} Y22t YRIZHS SHICE

[2] &2 Pasal 1 angka 22| "dengan [??]bangkan kepentingan nasional..."0f|Al QFE &2 SXH0| OCRZ E=SHC} 21}
QI H|A|OF 3ol A2 12 ("dengan mempertimbangkan ...")0l| Il2f "mempertimbangkan"(11245t0{) © 2 2 2I3iLCt,
translation-qa?t 2026-09-16 224 O|0|X[(2%)E A7 TH=3H "mempertimbangkan”O| St52 YLt

[B] &2 Ml S| &< #I|7F MZ CEEL}: huruf a= "barang atau jasa", huruf be "barang dan/jasa"("atau" &),
huruf c= "barang dan/atau jasa" (5 1 =) 2 QI QICt. O] = huruf b2t "dan"2} "atau"E SH| A= cQ| THEO|| A
"atau"7} HFEl EI|CE AZH O|0IX| 22 S YA 2flk[= & AHHIe] 7| SYX[0|H, 24 CHE & =1t 22 2|0|("2/
TE="= FZCh
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XA o]l Corrections
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